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PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDY INDUJARTO S. alias RUDY INDIJARTO S.,

Drs., Akt. alias RUDY INDWARTO S., Drs., Ak.
alias Drs. RUDI INDIARTO, Ak., alias RUDI
INDIARTO, Drs., alias RUDI INDWARTO, Drs.,
alias RUDI INDIARTO, Drs., Akt.;

Tempat lahir : Kudus;

Umur/tgl.lahir : 51 tahun / 16 Nopember 1965;

Kebangsaan : Indonesia;

Jenis kelamin . Laki-Laki;

Tempat tinggal : JI. Bhayangkara No.67 Surakarta, Jawa Tengah

(tempat tinggal); JI. Ir. Sutami No0.120 Pucang
Sawit, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah (Tempat
tinggal sesuai KTP sebelumnya); JI. Slamet Riyadi
431 RT.001/002 Sondakan, Laweyan, Surakarta;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan :

1. Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2018 No.Print-133/0.3.11/Ft.2/01/2018.
sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2018.

2. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 22 Januari 2018, Nomor
19/Pen.Pid/2018/PN Skt, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan
tanggal 20 Pebruari 2018.

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus, tanggal
15 Pebruari 2018, Nomor 19/Pen.Pid/2018/PN Skt., sejak tanggal 21
Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018.

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 April 2018 sampai
dengan tanggal 11 Mei 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal
12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1.
Saksono Yudiantoro, SH, MH; 2. Agus Suhartoyo, SH ; 3. Slamet Rijadi, SH,
masing-masing advokat beralamat di kantor Firma Hukum “SAKSONO
YUDIANTORO, SH, MH & Rekan” yang berkedudukan di JI. Batan selatan
No.20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
tanggal 24 Mei 2018 Nomor 141/Pid.Sus/2018/PT SMG tentang penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara pidana yang diregister
dalam register perkara Nomor 141/Pid.Sus/2018/PT SMG dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 19 Januari 2018 Nomor
Reg.Perkara-01/ 0.3.11/Ft.1/01/2018, sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa RUDY INDIJARTO S. alias RUDY INDIJARTO S., Drs., Akt.,
alias RUDY INDIJARTO S., Drs., Ak., alias Drs. RUDIINDIARTO, Ak., alias RUDI
INDIARTO, Drs., alias RUDIINDIJARTO, Drs, alias RUDIINDIARTO, Drs., Akt.
pada kurun waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008
atau setidak-tidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 , bertempat di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang beralamatdi Jalan H. Agus Salim
No.1, Surakarta, di tempat lokasi usaha Terdakwa yang beralamat di Jalan HOS.
Cokromaminoto No.47, Sekarpace, Surakarta, Jawa Tengah, di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Klaten, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP
Pengadilan Negeri Surakarta bewenang mengadili perkara ini, telah melakukan
perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan
sengaja, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap;sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara , Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan

cara sebagai berikut :
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- Bahwa Terdakwa RUDY INDIJARTO S. telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP Nomor 06.624.870.9-526.000 sejak
tanggal 17 Mei 1995 dengan nama usaha PT (Perusahaan Tekstil ) Kusuma
Mulia Tekstil disingkat PT Kusuma Mulia Teks;

- Bahwa Terdakwa RUDY INDWARTO S mendirikan beberapa perusahaan
yaitu PT. KUSUMA MULIA PLASINDO INFITEKS, PT. RAJA BATU BARA
INDONESIA, KOPERASI KUSUMA MULIA ARTHA, dan PT (Perusahaan
Tekstil ) KUSUMA MULIA TEKSTIL disingkat PT KUSUMA MULIA TEKS;

- Bahwa Terdakwa RUDY INDIJARTO S. alias RUDY INDIJARTO S., Drs., Akt.,
alias RUDY INDUJARTO S., Drs., Ak, alias Drs. RUDI INDIARTO, Ak., alias
RUDI INDIARTO, Drs., alias RUDI INDIJARTO, Drs, alias RUDI INDIARTO,
Drs., Akt, pada kurun waktu dari tahun 2007 s/d tahun 2008 , telah melakukan
penjualan kain melalui kegiatan usaha Perusahaan Tekstil KUSUMA MULIA
atau Perusahaan Tekstii KUSUMA MULIATEX atau Perusahaan Tekstil
KUSUMA MULIA TEXTILE kepada customer, antara lain kepada saksi LIEM
RIZAL HALIM (Toko “LANGGENG JAYA’/Surabaya), saksi BENNY
ISWAHYUDI (Pedagang Kain), saksi HANDY SOEGIARTO WINOTO (Toko
"CAHAYA MULIA"/Tulungagung), saksi JOKO PURNOMO (Toko “SERBA
INDAH"/ Kediri), saksi KARJANTO WIGNJOWIDODO alias EKO KARJANTO
WIGNJOWIDODO (Toko “RAMAF/Muntilan), saksi IMRON MASHUDI IRFAN
(Toko Busana “AZIZIAH"), saksi BAMBANG SUGIARTO (Toko “SUMBER
MURNTF’/Tulungagung), saksi FRANSISKA SRI TUTIYANTI (CV BETAFOAM
INDUSTRY/Sragen), saksi HANDAYANI WWAYA (CV TRIJAYA MEGAH
TEXTILE/ Surabaya), saksi HADI SUTANTO (Toko Tekstil “SERBA PENI"/
Surakarta), saksi IMMANUEL WONGSONEGORO (CV FAJAR ANUGRAH/
Surabaya), saksi LIM LINDAWATI HALIM (UD HARAPAN JAYA UTAMA/
Surabaya), saksi LUKAS MASERONA SARUNGU (Pedagang Kain Solo),
saksi RICKY SUTANTO dan IWAN SUTANTO (Toko “PENNF/ Surakarta),
saksi SIA YANTO (Toko “DELMAR”/ Surabaya), saksi Hj. SALAMAH (Toko
“DIANA”/ Tulungagung), saksi SOFIAN CAHYONO (Penjahit “ANUGERAH
IMBROIDERY/GRASIA”/ Blitar), saksi BUDY WINARNO HARSO WIDODO
(PT WINGS SURYA/ Surabaya);

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa melalui salesnya, menawarkan kain dengan
cara mendatangi customer. Selanjutnya, customer membeli kain melalui
pemesanan kepada Terdakwa hanya dengan menelepon kantor Perusahaan
Tekstil KUSUMA MULIA atau Perusahaan Tekstil KUSUMA MULIATEX atau
Perusahaan Tekstil KUSUMA MULIA TEXTILE yang diterima oleh bagian
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sales antara lain ROICHAN SUDARYANTO alias KELIK dan terkadang
diterima oleh sales lainnya;

- Bahwa beberapa hari kemudian, customer menerima kain sesuai pesanan
yang diantar melalui ekpedisi ke alamat customer. Pada saat menerima kain
pesanan dari Terdakwa customer mendapatkan bukti transaksi pembelian

antara lain berupa dokumen Surat Jalan dan Faktur berlogo “KM” atau

berlogo “KM.TEX” yang diberikan bersamaan dengan penerimaan kain.
Customer TIDAK PERNAH menerima dokumen berupa Surat Jalan, Faktur,
Faktur Pajak Sederhana yang berlogo RUDI INDIARTO, Drs, AK, NPWP:
6.624.870.9-526;

- Bahwa setelah menerima kain sesuai pesanan, Customer melakukan

pembayaran atas pembelian kain kepada Terdakwa dengan melakukan
transfer uang antara lain ke Bank BCA No. Rekening 01-530-19166 a.n.
RUDI INDUARTO, Drs. milik Terdakwa;

- Bahwa para Customer tidak pernah dipungut PPN oleh Terdakwa atas seluruh
transaksi pembelian kain tersebut;

- Bahwa agar Terdakwa terlihat  telah memenuhi kewajiban
perpajakannya,Terdakwa membuat dokumen Surat Jalan, Faktur, dan Faktur
Pajak Sederhana yang berlogo RUDI _INDIARTO, Drs., AK, NPWP:

6.624.870.9-526 dan terdapat nama Customer agar seolah-olah terjadi

transaksi penjualan kain kepada Customer. Faktur Pajak Sederhana yang
berlogo RUDI INDIARTO, Drs., AK, NPWP: 6.624.870.9-526 kemudian
diinput oleh Saksi BAYU NURWIDA NINGRUM, S.E (staf RUDY INDIJARTO
bagian admin) ke dalam bentuk laporan Excel dan Saksi BAYU NURWIDA
NINGRUM, S.E melaporkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa
memerintahkan Saksi BAYU NURWIDA NINGRUM, S.E untuk tidak
menyerahkan Surat Jalan, Faktur, dan Faktur Pajak Sederhana yang berlogo
RUDI INDIARTO, Drs., AK, NPWP: 6.624.870.9-526 kepada customer.
Selanjutnya Faktur Pajak Sederhana tersebut dilaporkan kedalam SPT Masa
PPN dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. RUDI INDJARTO tahun
pajak 2007 dan tahun pajak 2008;

- Bahwa untuk memanipulasi agar seolah-olah terjadi penerimaan uang dari

transaksi penjualan kain sesuai dengan laporan perpajakan berupa SPT
Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. RUDY INDIJARTO,
Terdakwa membuka rekening Bank MAYAPADA dengan nomor rekening
301-30-00326-9 atas nama RUDI INDIARTO. Saksi ENNY WILIANTY, S.E

sebagai Kepala Bagian Operasional Bank Mayapada Surakarta menjelaskan
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bahwa Rekening Bank MAYAPADA No. 301-30-00326-9 atas nama RUDI
INDIARTO dibuka oleh Terdakwa dengan memakai Kartu Identitas berupa
KTP No. 1839/09170/041006 a.n. RUDI INDIARTO, Akt pada saat rekening
tersebut dibuka berdasarkan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank
Mayapada;

- Bahwa Terdakwa TIDAK MELAPORKAN kedalam SPT Masa PPN masa

pajak Januari 2007 s.d. Desember 2008 atas hasil penjualan kain kepada
Customer yang pembayaran hasil penjualannya di transfer oleh Customer ke
Rekening BCA No. Rekening 01-530-19166 a.n. RUDI INDIJARTO, Drs.
milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga_TIDAK MELAPORKAN hasil penjualan kain kepada
Customer yang pembayaran hasil penjualannya di transfer oleh Customer ke
Rekening BCA No. Rekening 01-530-19166 a.n. RUDI INDWJARTO, Drs.
milik Terdakwa sebagai PENGHASILAN yang waijib dilaporkan kedalam SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh Orang Pribadi) tahun
pajak 2007 dan tahun pajak 2008;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian pada

pendapatan negara yaitu berdasarkan penghitungan kerugian negara dari

Kantor Pajak adalah sebagai berikut :

Mutasi Rekening Koran atas penerimaan:

Mutasi Kredit
No. Bank Rgﬁ;"n?; . Tahun 2007 Tahun 2008
(Rp) (Rp)

1 | BCA 0153019166 46.379.253.381 53.499.136.803
2 | UOB Buana 0083043653 15.230.365.350 8.722.680.500
3 | Selisih Tk.Penni Nota Beli 508.608.566 38.304.423
Jumlah 62.118.227.297 62.260.121.726
4 | Dikurangi Koreksi Debet -200.000.000 -
5 Pinjaman -1.413.665.000 -2.156.693.600
Koreksi Pengh. 60.504.562.297 60.103.428.126

(enam puluh milyar seratus tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu
seratus dua puluh enam rupiah);
A. Tahun 2007

- Penjualan yang tidak dilaporkan Terdakwa dalam SPT Masa PPN dan

SPT PPhOP:

Bulan Penjualan (Rp)
Januari 2007 3,493,467,500
Pebruari 2007 5,476,528,788
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Maret 2007 4,762,641,566
April 2007 4,710,242,404
Mei 2007 5,507,760,585
Juni 2007 4,769,055,260
Juli 2007 5,695,981,184

Agustus 2007

6,142,912,150

September 2007

4,968,175,315

Oktober 2007 4,537,559,650
Nopember 2007 5,358,633,395
Desember 2007 5,081,604,500
Jumlah 60,504,562,297

(enam puluh milyar lima ratus empat juta lima ratus enam puluh dua

ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Penghasilan Kena Pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak di SPT:

- Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dilaporkan wajib pajak
tahun 2007 adalah sebesar Rp 152.084.543,00 (seratus lima puluh
dua juta delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga
rupiah);

- Pajak Penghasilan yang sudah dibayar tahun 2007 sebesar Rp.
24.271.136,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu
ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

B. Tahun 2008;
- Penjualan yang tidak dilaporkan Tersangka dalam SPT Masa PPN dan

SPT PPh OP:

Bulan Penjualan (Rp)
Januari 2008 6,304,224,830
Pebruari 2008 4,765,190,590
Maret 2008 5,354,815,550
April 2008 6,906,475,811
Mei 2008 4,096,370,850
Juni 2008 5,397,843,650
Juli 2008 4,866,217,557

Agustus 2008

5,067,789,385

September 2008

5,123,372,473

Oktober 2008

4,140,393,900

Nopember 2008

3,840,410,412
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Desember 2008 4,240,323,118
Jumlah 60,103,428,126

(enam puluh milyar sertus tiga juta empat ratus dua puluh delapan
ribu seratus dua puluh enam rupiah);
I. PPh Orang Pribadi tahun 2007 dan tahun 2008;
pokok pajak terutang yang menjadi kewajiban dari Wajib Pajak,
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh , sebagai berikut :
A. Tahun Pajak 2007 :

e | Koreksi Penghasilan Rp 60.504.562.297,00
¢ | Norma Penghasilan Netto 12.5%

e | Koreksi Penghasilan Netto Rp 7.563.070.287,00
e | PKP menurut Wajib Pajak Rp  152.084.543,00
¢ | Penghasilan Kena Pajak ( dibulatkan ) Rp 7.715.154.830,00

e | Pajak Terutang :
o 5% X Rp. 25.000.000,00

Rp 1.250.000,00

o 10% X Rp. 25.000.000,00 = | Rp 2.500.000,00
o 15% X Rp. 50.000.000,00 = | Rp. 7.500.000,00
o 25% X Rp. 100.000.000,00 = | Rp. 25.000.000,00
o 35% X Rp.7.515.154.000,00 = | Rp. 2.630.303.900,00
e | Jumlah pajak terutang Rp. 2.666.553.900,00
o | Kredit Pajak Rp. 24.271.136,00
e | Pajak Kurang Dibayar Rp. 2.642.282.764,00

(dua milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh
dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
B. Tahun Pajak 2008.

Koreksi Penghasilan Rp 60.103.428.126,00
¢ | Norma Penghasilan Netto 12.5%
o | Koreksi Penghasilan Netto Rp 7.512.928.516,00
e | PKP menurut Wajib Pajak Rp  155.816.600,00
¢ | Penghasilan Kena Pajak ( dibulatkan ) Rp 7.668.745.116,00

e | Pajak Terutang :
o 5% X Rp. 25.000.000,00 = |Rp 1.250.000,00

o 10% X Rp. 25.000.000,00 = | Rp 2.500.000,00
o 15% X Rp. 50.000.000,00 = | Rp. 7.500.000,00
o 25% X Rp. 100.000.000,00 = | Rp. 25.000.000,00
o 35% X Rp.7.468.745.000,00 = | Rp.2.614.060.750,00
e | Jumlah pajak terutang Rp. 2.650.310.750,00
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¢ | Kredit Pajak Rp.  25.204.150,00
e | Pajak Kurang Dibayar Rp. 2.625.106.600,00

(dua milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu enam
ratus rupiah);

Il. PPN tahun 2007 dan tahun 2008 yang belum dilaporkan ;

A. Tahun 2007

Masa Pajak DPP PPN (Rp) Tarip PPN (Rp)

Januari 2007 3,493,467,500 | 10% 349,346,750
Pebruari 2007 5,476,528,788 | 10% 547,652,878
Maret 2007 4,762,641,566 | 10% 476,264,156
April 2007 4,710,242,404 | 10% 471,024,240
Mei 2007 5,507,760,585 | 10% 550,776,055
Juni 2007 4,769,055,260 | 10% 476,905,526
Juli 2007 5,695,981,184 | 10% 569,598,118
Agustus 2007 6,142,912,150 | 10% 614,291,215
September 2007 4,968,175,315| 10% 496,817,531
Oktober 2007 4,537,559,650 | 10% 453,755,965
Nopember 2007 5,358,633,395 | 10% 535,863,339
Desember 2007 5,081,604,500 | 10% 508,160,450
Jumlah 60,504,562,297 6,050,456,229

(enam milyar lima puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua
ratus dua puluh sembilan rupiah);

B. Tahun 2008

Masa Pajak DPP PPN (Rp) Tarip PPN (Rp)

Januari 2008 6,304,224,830 | 10% 630,422,483
Pebruari 2008 4,765,190,590 | 10% 476,519,059
Maret 2008 5,354,815,550 | 10% 535,481,555
April 2008 6,906,475,811 | 10% 690,647,581
Mei 2008 4,096,370,850 | 10% 409,637,085
Juni 2008 5,397,843,650 | 10% 539,784,365
Juli 2008 4,866,217,557 | 10% 486,621,755
Agustus 2008 5,067,789,385 | 10% 506,778,938
September 2008 5,123,372,473 | 10% 512,337,247
Oktober 2008 4,140,393,900 | 10% 414,039,390
Nopember 2008 3,840,410,412 | 10% 384,041,041
Desember 2008 4,240,323,118 | 10% 424,032,311
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| Jumlah | 60,103,428,126 | ‘ 6,010,342,812 |

(enam milyar sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan
ratus dua belas rupiah);
Kerugian pada pendapatan negara dengan rincian per-tahun sebagai

berikut :
Tahun | PPh Orang Pribadi PPN Jumlah
2007 Rp. 2.642.282.764,-| Rp 6.050.456.229,- Rp
8.692.738.993, -
2008 Rp 2.625.106.600,- | Rp 6.010.342.812,- Rp

8.635.449.412, -
Jumlah | Rp 5.267.389.364,-| Rp.12.060.799.041.- | Rp17.328.188.40
5,-

(Tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan
puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 menjelaskan bahwa
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau
waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak,
berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang

bersangkutan;

Dari ketetuan tersebut, Dengan demikian untuk kerugian negara akibat
perbuatan Terdakwa pada PPN pada tahun pajak 2007 s/d 2008 tersebut
dikurangkan untuk tahun pajak 2007 mengingat PPN tahun 2007 sudah
melebihi tenggang waktu 10 tahun;

- Bahwa untuk kerugian negara pada PPh orang pribadi sesuai dengan Pasal
3 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk
Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dengan demikian
kerugian yang ditimbulkan pada PPh Orang pribadi tahun 2007 masih
menjadi kerugian yang harus dibebankan kepada Terdakwa selaku wajib
pajak. Hal Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 :
“setiap wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan

jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,
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satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara dari PPh tahun 2007 s/d 2008 dan
PPN tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun PPh Orang Pribadi PPN Jumlah
2007 Rp. 2.642.282.764,- -- Rp 2.642.282.764
2008 Rp 2.625.106.600,- Rp 6.010.342.812,- | Rp
8.635.449.412,-
Jumlah Rp 5.267.389.364,- Rp. 6.010.342.812,- | Rp11.277.732.176,

(sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu
seratus tujuh puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
39 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 untuk tahun pajak 2007 jo Pasal 39
ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk tahun pajak 2008 jo Pasal 65
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDS-
01/0.3.11/Ft.2/01/2018 tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya
Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY INDIJARTO S. alias RUDY INDUARTO S,
Drs., Akt., alias RUDY INDJARTO S., Drs., Ak., alias Drs. RUDI INDIARTO,
Ak., alias RUDI INDIARTO, Drs., alias RUDI INDIJARTO, Drs, alias RUDI
INDIARTO, Drs., Akt. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak
Pidana pajak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat
(1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2000 untuk tahun pajak 2007 jo Pasal 39 ayat (1)
huruf d Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 untuk tahun pajak 2008 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam dakwaan penuntut

umum.
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2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RUDY INDWARTO S. alias
RUDY INDUARTO S., Drs., Akt., alias RUDY INDUARTO S., Drs., Ak., alias
Drs. RUDI INDIARTO, Ak., alias RUDI INDIARTO, Drs., alias RUDI
INDUJARTO, Drs, alias RUDI INDIARTO, Drs., Akt. selama . 2 (dua) tahun
dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membayar pidana Denda 2 x Rp 17.328.188.405 = Rp.34.656.376.810,-

(tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh

puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) jika terpidana tidak

membayar denda tersebut paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap maka harta benda

terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

NO. JUMLAH JENIS
URUT
1. Sebelas Lembar | SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2007
2. Dua Belas | SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2007
Lembar (Pembetulan)

3. Enam Lembar SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007

4, Lima Lembar Laporan Keuangan Perusahaan Pencelupan “Kusuma
Mulia dan RM. Arum Manis”

5. Satu Bendel Rincian Faktur Tahun 2007

6. Satu Lembar Internal Memo

7. Satu Lembar Surat No. 01/Ka.P/IV/2005 hal Mutasi Karyawan

8. Satu Lembar Surat No. 05/Ka.P/X/2008 hal Mutasi Karyawan

9. Satu Lembar Surat No. 02/KM/M/PERS/I/2008 hal Mutasi Karyawan

10. | Dua Buku Buku PPN Masukan 2007

11. | Sembilan Laporan Pembelian tahun 2007

Lembar

12. | Tiga Lembar Daftar Penjualan Tahun 2007

13. | Satu Lembar Faktur Pajak Sederhana No. 1151

14. | Dua Lembar Faktur Pajak Rudi Indijarto S Tahun 2007

15. | Delapan Lembar | Penjualan 2007-2008

16. | Satu Lembar Pembelian dari PT. Kusuma Mulya (Drs. Rudi Indijarto
ke PT. Ming Heng Indonesia 2007-2008)

17. | Tujuh Lembar Rekapitulasi Penjualan an. Rudi Indijarto Per Tahun
2007

18. | Lima Lembar Rincian Penjualan PT. WJN ke Drs. Rudi Indijarto S,Akt
Periode Januari 2007 s.d Desember 2008

19. | Satu Buku Rekap Rekening Koran Mayapada

20. | Dua Lembar Rekap Pembelian ke Warna Jaya N Per Tahun 2007

21. | Empat Lembar Rekap Pembelian ke Clariant Per Tahun 2007

22. | Satu Lembar Daftar Pembelian Tahun 2007

23. | Satu Lembar Daftar Supplier Chemical KM-Palur

24, | Empat Lembar Rekapitulasi Penjualan an. Rudi Indijarto Per Tahun
2008

25. | Tujuh Lembar Laporan Pembelian Pada Suplier Yang Menggunakan
Pajak Tahun 2008

26. | Enam Belas | SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2008
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Lembar
27. | Empat Lembar Kesepakatan Kerja  Waktu  Tertentu = Nomor:
27/KM/V/2008 dan Tata Tertib Perusahaan
28. | Tiga Lembar Faktur Pajak Rudi Indijarto S, Drs., Akt Tahun 2008
29. | Satu Amplop PPN Masukan masa Januari s.d Desember 2007
30. | Dua Belas | Surat Jalan, Faktur Pajak Sederhana, faktur bulan
Amplop Januari s.d Desember 2007
31. [ Satu Stopmap Register pembelian bulan Januari s.d Desember 2007
32. | Satu Bundel Kartu Piutang bulan Januari s.d Desember 2007
33. | Satu stopmap Laporan Hutang Kimia bulan Januari s.d Desember
2007
34. | Satu Stopmap Register Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2007
35. | Satu amplop Bukti Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2007
36. | Satu Stopmap Rekening Koran Bank Mayapada bulan Januari s.d
Desember 2007
37. | Satu stopmap Register Bank Mayapada bulan Januari s.d Desember
2007
38. | Satu Stopmap Register Pendapatan bulan Januari s.d Desember 2007
39. | Satu Stopmap SSP PPh Pasal 25, SSP PPN DN, SPT Masa PPN
masa Januari s.d Desember 2007
40. | Satu Set SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d Desember
2007
41. | Satu Set SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2007
42. | Satu Set SPT Tahunan WP Orang Pribadi Tahun 2007
43. | Satu Lembar SSP PPh Pasal 29 WP Orang Pribadi Tahun 2007
44. | Satu Stopmap Laporan Stock Persediaan Bahan Baku (Kimia) Tahun
2007
45. | Satu Stopmap Laporan Produksi Tahun 2007
46. | Satu Buku Daftar Pegawai/Daftar Gaji/Buku Upah Harian Tahun
2007
47. | Satu Amplop PPN Masukan masa Januari s.d Desember 2008
48. | Dua Belas | Surat Jalan , Faktur Pajak Sederhana, faktur bulan
Amplop Januari s.d Desember 2008
49. | Satu Stopmap Kartu Piutang bulan Januari s.d Desember 2008
50. | Satu Bundel Laporan Hutang Kimia bulan Januari s.d Desember
2008
51. | Satu Stopmap Register Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2008
52. | Satu Stopmap Bukti Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2008
53. | Satu Amplop Rekening Koran Bank Mayapada bulan Januari s.d
Desember 2008
54. | Satu Stopmap Register Pendapatan bulan Januari s.d Desember 2008
55. | Satu Bendel SSP PPh Pasal 25, SSP PPN DN, SPT Masa PPN,
SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d Desember
2008
56. | Satu Set SPT Tahunan WP Orang Pribadi Tahun 2008 dan SSP
PPh Pasal 29 WP Orang Pribadi Tahun 2008
57. | Satu Stopmap Laporan Stock Persediaan Bahan Baku (Kimia) Tahun
2008
58. | Satu Stopmap Laporan Produksi Tahun 2008
59. | Satu Buku Daftar Pegawai/Daftar Gaji/Buku Upah Harian Tahun
2008
60. Rekening Koran BCA Nomor 0153019166 atas nama
Satu Ordner Rudi Indijarto periode Januari 2007 s.d Desember 2008
61. Rekening Koran BCA USD Nomor 0152087878 atas
nama Rudi Indijarto periode Januari 2007 s.d
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Desember 2008

62. Rekening Koran BCA IDR Nomor 0152463888 atas
nama Rudi Indijarto Periode Juni s.d Desember 2008
63. Rekening Koran BCA USD Nomor 0152087878 atas
nama Rudi Indijarto periode Januari 2007 s.d
Desember 2008

64. Rekening Koran BCA IDR Nomor 0152463888 atas
nama Rudi Indijarto Periode Juni s.d Desember 2008
65. Laporan Transaksi Rekening BCA  Nomor
00152203088 atas nama Rudy Indijarto periode
Februari 2007 s.d Desember 2008

66. Laporan Transaksi Rekening BCA  Nomor
00152199099 atas nama Rudy Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

67. Laporan Transaksi Rekening BCA  Nomor
00151399788 atas nama Rudy Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

68. Tabungan Produktif Bank UOB Buana Nomor
0083043653 atas nama Rudi Indijarto periode Januari
2007 s.d Desember 2008

69. Permohonan Membuka Rekening dan Permohonan
Penutupan Rekening BCA Nomor 0153019166 atas
nama Rudi Indijarto

70. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor 0152087878
atas nama Rudi Indijarto

71. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA IDR Nomor 0152463888
atas nama Rudi Indijarto

72. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasitas BCA USD Nomor
00152203088 atas nama Rudi Indijarto

73. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasiitas BCA USD Nomor
00152199099 atas nama Rudi Indijarto

74. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasiltas BCA USD Nomor
00151399788 atas nama Rudi Indijarto

75. | Satu Buku Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama
Rudy Indijarto S. Tahun Pajak 2007 Nomor LPBP-
13/WPJ.32/2013 tanggal 23 Desember 2013

76. | Satu Buku Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama
Rudy Indijarto S. Tahun Pajak 2008 Nomor LPBP-
14/WPJ.32/2013 tanggal 23 Desember 2013

77. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 001942,
Faktur KM. Tex. No. 000278, Surat Jalan KM. Tex. No.
009129 Tahun 2007

78. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 001706,
Faktur KM. Tex. No. 000846, Surat Jalan KM. Tex. No.
009835, Faktur KM. Tex. No. 001183, Surat Jalan KM.
Tex. No. 010169, Faktur KM. Tex No. 001214, Surat
Jalan KM. Tex. No. 010200, Faktur KM. Tex. No.
001230, Surat Jalan KM. Tex. No. 010216 Tahun 2007
79. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 001725,
Faktur KM. Tex. No. 001368, Surat Jalan KM. Tex. No.
010345, Faktur KM. Tex. No. 001402, Surat Jalan KM.
Tex. No. 010382, Faktur KM. Tex. No. 001403, Surat
Jalan KM. Tex. No. 010383 Tahun 2007

80. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 001733,
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Faktur KM. Tex. No. 001443, Surat Jalan KM. Tex. No.
010421, Faktur KM. Tex. No. 001515, Surat Jalan KM.
Tex. No. 010543, Faktur KM. Tex. No. 001529, Surat
Jalan KM. Tex. No. 010557 Tahun 2007

81. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 002556,
Faktur KM. Tex. No. 001572, Surat Jalan KM. Tex. No.
010600 Tahun 2007

82. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 002568,
Faktur KM. Tex. No. 001663, Surat Jalan KM. Tex. No.
010647, Faktur KM. Tex. No. 001738, Surat Jalan KM.
Tex. No. 010768, Faktur KM. Tex. No. 001757, Surat
Jalan KM. Tex. No. 010787, Faktur KM. Tex. No.
001853, Surat Jalan KM. Tex. No. 010888, Packing List
Tahun 2007

83. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 002586,
Faktur KM. Tex. No. 001934, Surat Jalan KM. Tex. No.
010969, Packing List, Faktur KM. Tex. No. 002055,
Surat Jalan KM. Tex. No. 011088, Faktur KM. Tex. No.
002093, Surat Jalan KM. Tex. No. 011127, Faktur KM.
Tex. No. 002129, Surat Jalan KM. Tex. No. 011165,
Packing List Tahun 2007

84. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 002288,
Faktur KM. Tex. No. 002443, Surat Jalan KM. Tex. No.
000225, Faktur KM. Tex. No. 002460, Surat Jalan KM.
Tex. No. 000243, Packing List Tahun 2007

85. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 002264,
Faktur KM. Tex. No. 002163, Surat Jalan KM. Tex. No.
011199, Packing List, Faktur KM. Tex. No. 002204,
Surat Jalan KM. Tex. No. 011237,Packing List, Faktur
KM. Tex. No. 002223, Surat Jalan KM. Tex. No.
000006, Packing List,Faktur KM. Tex. No. 002238,
Surat Jalan KM. Tex. No. 000019,Packing List, Faktur
KM. Tex. No. 002255, Surat Jalan KM. Tex. No.
000035, Packing List, Faktur KM. Tex. No. 002278,
Surat Jalan KM. Tex. No. 000060, Faktur KM. Tex. No.
002301, Surat Jalan KM. Tex. No. 000082, Faktur KM.
Tex. No. 002317, Surat Jalan KM. Tex. No. 0000099
,Packing List, Faktur KM. Tex. No. 002396, Surat Jalan
KM. Tex. No. 000176, Faktur KM. Tex. No. 002416,
Surat Jalan KM. Tex. No. 000195,Packing List, Faktur
KM. Tex. No. 002421, Surat Jalan KM. Tex. No.
000201, Packing List Tahun 2007

86. | Satu Set Tanda Terima Retur Tahun 2007

87. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No. 000002,
Faktur KM. Tex. No. 000826, Surat Jalan KM. Tex. No.
001055, Packing List,Bukti Pengeluaran Barang PT
Kusuma Mulia Textile No. 012389, Faktur KM. Tex. No.
000857, Bukti Pengeluaran Barang PT Kusuma Textile
No. 012314, Surat Jalan KM. Tex. No. 001082,Packing
List, Faktur KM. Tex. No. 000898, Surat Jalan KM. Tex.
No. 001121,Bukti Pengeluaran Barang PT Kusuma
Mulia Textile No. 012350 Tahun 2008

88. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia (tanpa nomor),
Faktur KM. Tex. No. 003414, Surat Jalan KM. Tex. No.
004341 Tahun 2008

89. | Satu Lembar Aplikasi Transfer Bank Ekonomi nomor 238023 tanggal
27 Maret 2007

90. | Satu Lembar Nota Nomor 001496/2043 tanggal 09 Maret 2007 atas
nama Grace Promotion

91. | Satu Lembar Nota Angkutan ARJUNA nomor 029201
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92. | Satu Lembar Surat Jalan nomor 02043 tanggal 16 Oktober 2006 atas
nama Grace Promotion

93. | Satu Lembar Aplikasi Transfer Bank Ekonomi nomor 345458 tanggal
21 April 2008

94. | Enam Lembar Nota nomor

001983,001984,001985,001986,001987,001988 atas
nama Grace Promotion

95. | Enam Lembar Surat Jalan nomor
02837,02838,02840,02841,02843,02844 atas nama
Grace Promaotion

96. | Satu Set Faktur KM No. 002916, Surat Jalan KM No. 004479,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007

97. | Satu Set Faktur KM No. 001506, Surat Jalan KM No. 004573,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007

98. | Satu Set Faktur KM No. 001908, Surat Jalan KM No. 007516,

Faktur KM No. 002089, Surat Jalan KM No. 007739,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007

99. | Satu Set Faktur KM No. 004435, Surat Jalan KM No. 010172,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007
100. | Satu Set Faktur KM No. 005581, Surat Jalan KM No. 000363,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007
101.| Satu Set Faktur KM No. 001440, Surat Jalan KM No. 002343,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007
102.| Satu Set Faktur KM No. 001524, Surat Jalan KM No. 002477,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007
103.| Satu Set Faktur KM No. 001691, Surat Jalan KM No. 002588,
Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007
104.| Satu Set Faktur KM No. 002863, Surat Jalan KM No. 003733,

Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga Tahun 2007
Dikembalikan kepada Penyidik Kanwil Pajak 2 Surakarta,;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah);

Membaca, putusan  Pengadilan  Negeri Surakarta, Nomor
19/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 11 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY INDIJARTO S. alias RUDY INDUJARTO S.,
Drs., Akt. alias RUDY INDUJARTO S., Drs., Ak. alias Drs. RUDI INDIARTO,
Ak., alias RUDI INDIARTO, Drs., alias RUDI INDIJARTO, Drs., alias RUDI
INDIARTO, Drs., Akt. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
beberapa kali”,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan  pidana Denda kepada Terdakwa sebesar 2 X
Rp13.272.329.461,00 = Rp26.544.658.922,00 (dua puluh enam milyar lima
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ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan
ratus dua puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut
paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk membayar denda dimaksud;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
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6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

NO. JUMLAH JENIS
URUT
1. | Sebelas SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2007
Lembar
2. | Dua Belas | SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2007
Lembar (Pembetulan)
3. | Enam Lembar | SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007
4. | Lima Lembar Laporan Keuangan Perusahaan Pencelupan
“Kusuma Mulia dan RM. Arum Manis”
5. | Satu Bendel Rincian Faktur Tahun 2007
6. | Satu Lembar Internal Memo
7. | Satu Lembar Surat No. 01/Ka.P/IV/2005 hal Mutasi Karyawan
8. [ Satu Lembar Surat No. 05/Ka.P/X/2008 hal Mutasi Karyawan
9. | Satu Lembar Surat No. 02/KM/M/PERS/2008 hal Mutasi
Karyawan
10. | Dua Buku Buku PPN Masukan 2007
11. | Sembilan Laporan Pembelian tahun 2007
Lembar
12. | Tiga Lembar Daftar Penjualan Tahun 2007
13. | Satu Lembar Faktur Pajak Sederhana No. 1151
14. | Dua Lembar Faktur Pajak Rudi Indijarto S Tahun 2007
15. | Delapan Penjualan 2007-2008
Lembar
16. | Satu Lembar Pembelian dari PT. Kusuma Mulya (Drs. Rudi
Indijarto ke PT. Ming Heng Indonesia 2007-2008)
17. | Tuuh Lembar | Rekapitulasi Penjualan an. Rudi Indijarto Per
Tahun 2007
18. | Lima Lembar Rincian Penjualan PT. WJN ke Drs. Rudi Indijarto
S,Akt Periode Januari 2007 s.d Desember 2008
19. | Satu Buku Rekap Rekening Koran Mayapada
20. | Dua Lembar Rekap Pembelian ke Warna Jaya N Per Tahun
2007
21. | Empat Lembar | Rekap Pembelian ke Clariant Per Tahun 2007
22. | Satu Lembar Daftar Pembelian Tahun 2007
23. | Satu Lembar Daftar Supplier Chemical KM-Palur
24. | Empat Lembar | Rekapitulasi Penjualan an. Rudi Indijarto Per
Tahun 2008
25. | Tujuh Lembar | Laporan Pembelian Pada  Suplier Yang
Menggunakan Pajak Tahun 2008
26. | Enam Belas | SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2008
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Lembar

27. | Empat Lembar | Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor:
27/KM///2008 dan Tata Tertib Perusahaan

28. | Tiga Lembar Faktur Pajak Rudi Indijarto S, Drs., Akt Tahun
2008

29. | Satu Amplop PPN Masukan masa Januari s.d Desember 2007

30. | Dua Belas | Surat Jalan, Faktur Pajak Sederhana, faktur

Amplop bulan Januari s.d Desember 2007

31. | Satu Stopmap | Register pembelian bulan Januari s.d Desember
2007

32. | Satu Bundel Kartu Piutang bulan Januari s.d Desember 2007

33. | Satu stopmap Laporan Hutang Kimia bulan Januari s.d
Desember 2007

34. | Satu Stopmap | Register Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2007

35. | Satu amplop Bukti Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2007

36. | Satu Stopmap | Rekening Koran Bank Mayapada bulan Januari
s.d Desember 2007

37. | Satu stopmap Register Bank Mayapada bulan Januari s.d
Desember 2007

38. | Satu Stopmap | Register = Pendapatan bulan Januari s.d
Desember 2007

39. | Satu Stopmap | SSP PPh Pasal 25, SSP PPN DN, SPT Masa
PPN masa Januari s.d Desember 2007

40. | Satu Set SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d
Desember 2007

41. | Satu Set SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2007

42. | Satu Set SPT Tahunan WP Orang Pribadi Tahun 2007

43. | Satu Lembar SSP PPh Pasal 29 WP Orang Pribadi Tahun
2007

44. | Satu Stopmap | Laporan Stock Persediaan Bahan Baku (Kimia)
Tahun 2007

45. | Satu Stopmap | Laporan Produksi Tahun 2007

46. | Satu Buku Daftar Pegawai/Daftar Gaji/Buku Upah Harian
Tahun 2007

47. | Satu Amplop PPN Masukan masa Januari s.d Desember 2008

48. | Dua Belas | Surat Jalan , Faktur Pajak Sederhana, faktur

Amplop bulan Januari s.d Desember 2008

49. | Satu Stopmap | Kartu Piutang bulan Januari s.d Desember 2008

50. | Satu Bundel Laporan Hutang Kimia bulan Januari s.d
Desember 2008

51. | Satu Stopmap | Register Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2008

52. | Satu Stopmap | Bukti Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2008

53. | Satu Amplop Rekening Koran Bank Mayapada bulan Januari
s.d Desember 2008

54. | Satu Stopmap | Register Pendapatan bulan Januari s.d
Desember 2008

55. | Satu Bendel SSP PPh Pasal 25, SSP PPN DN, SPT Masa
PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d
Desember 2008

56. | Satu Set SPT Tahunan WP Orang Pribadi Tahun 2008 dan
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SSP PPh Pasal 29 WP Orang Pribadi Tahun

2008

57. | Satu Stopmap | Laporan Stock Persediaan Bahan Baku (Kimia)
Tahun 2008

58. | Satu Stopmap | Laporan Produksi Tahun 2008

59. | Satu Buku Daftar Pegawai/Daftar Gaji/Buku Upah Harian
Tahun 2008

60. Rekening Koran BCA Nomor 0153019166 atas
nama Rudi Indijarto periode Januari 2007 s.d
Desember 2008

61. Rekening Koran BCA USD Nomor 0152087878

atas nama Rudi Indijarto periode Januari 2007
s.d Desember 2008

62. Rekening Koran BCA IDR Nomor 0152463888
atas nama Rudi Indijarto Periode Juni s.d
Desember 2008

63. Rekening Koran BCA USD Nomor 0152087878

atas nama Rudi Indijarto periode Januari 2007
s.d Desember 2008

64. Rekening Koran BCA IDR Nomor 0152463888
atas nama Rudi Indijarto Periode Juni s.d
Desember 2008

65. Laporan Transaksi Rekening BCA Nomor

00152203088 atas nama Rudy Indijarto periode
Februari 2007 s.d Desember 2008

66. Laporan Transaksi Rekening BCA Nomor
00152199099 atas nama Rudy Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

67. Laporan Transaksi Rekening BCA Nomor
Satu Ordner 00151399788 atas nama Rudy Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

68. Tabungan Produktif Bank UOB Buana Nomor
0083043653 atas nama Rudi Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

69. Permohonan Membuka Rekening dan
Permohonan Penutupan Rekening BCA Nomor
0153019166 atas nama Rudi Indijarto

70. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasiltas BCA USD Nomor
0152087878 atas nhama Rudi Indijarto

71. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA IDR Nomor
0152463888 atas nama Rudi Indijarto

72. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor
00152203088 atas nama Rudi Indijarto

73. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor
00152199099 atas nama Rudi Indijarto

74. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor
00151399788 atas nama Rudi Indijarto

75. | Satu Buku Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas
nama Rudy Indijarto S. Tahun Pajak 2007 Nomor
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LPBP-13/WPJ.32/2013 tanggal 23 Desember
2013

76. | Satu Buku Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas
nama Rudy Indijarto S. Tahun Pajak 2008 Nomor
LPBP-14/WPJ.32/2013 tanggal 23 Desember
2013

77. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001942, Faktur KM. Tex. No. 000278, Surat Jalan
KM. Tex. No. 009129 Tahun 2007

78. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001706, Faktur KM. Tex. No. 000846, Surat Jalan
KM. Tex. No. 009835, Faktur KM. Tex. No.
001183, Surat Jalan KM. Tex. No. 010169, Faktur
KM. Tex No. 001214, Surat Jalan KM. Tex. No.
010200, Faktur KM. Tex. No. 001230, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010216 Tahun 2007

79. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001725, Faktur KM. Tex. No. 001368, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010345, Faktur KM. Tex. No.
001402, Surat Jalan KM. Tex. No. 010382, Faktur
KM. Tex. No. 001403, Surat Jalan KM. Tex. No.
010383 Tahun 2007

80. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001733, Faktur KM. Tex. No. 001443, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010421, Faktur KM. Tex. No.
001515, Surat Jalan KM. Tex. No. 010543, Faktur
KM. Tex. No. 001529, Surat Jalan KM. Tex. No.
010557 Tahun 2007

81. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002556, Faktur KM. Tex. No. 001572, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010600 Tahun 2007

82. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002568, Faktur KM. Tex. No. 001663, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010647, Faktur KM. Tex. No.
001738, Surat Jalan KM. Tex. No. 010768, Faktur
KM. Tex. No. 001757, Surat Jalan KM. Tex. No.
010787, Faktur KM. Tex. No. 001853, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010888, Packing List Tahun 2007
83. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002586, Faktur KM. Tex. No. 001934, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010969, Packing List, Faktur KM.
Tex. No. 002055, Surat Jalan KM. Tex. No.
011088, Faktur KM. Tex. No. 002093, Surat Jalan
KM. Tex. No. 011127, Faktur KM. Tex. No.
002129, Surat Jalan KM. Tex. No. 011165,
Packing List Tahun 2007

84. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002288, Faktur KM. Tex. No. 002443, Surat Jalan
KM. Tex. No. 000225, Faktur KM. Tex. No.
002460, Surat Jalan KM. Tex. No. 000243,
Packing List Tahun 2007

85. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002264, Faktur KM. Tex. No. 002163, Surat Jalan
KM. Tex. No. 011199, Packing List, Faktur KM.
Tex. No. 002204, Surat Jalan KM. Tex. No.
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011237,Packing List, Faktur KM. Tex. No.
002223, Surat Jalan KM. Tex. No. 000006,
Packing List,Faktur KM. Tex. No. 002238, Surat
Jalan KM. Tex. No. 000019,Packing List, Faktur
KM. Tex. No. 002255, Surat Jalan KM. Tex. No.
000035, Packing List, Faktur KM. Tex. No.
002278, Surat Jalan KM. Tex. No. 000060, Faktur
KM. Tex. No. 002301, Surat Jalan KM. Tex. No.
000082, Faktur KM. Tex. No. 002317, Surat Jalan
KM. Tex. No. 0000099 ,Packing List, Faktur KM.
Tex. No. 002396, Surat Jalan KM. Tex. No.
000176, Faktur KM. Tex. No. 002416, Surat Jalan
KM. Tex. No. 000195,Packing List, Faktur KM.
Tex. No. 002421, Surat Jalan KM. Tex. No.
000201, Packing List Tahun 2007

86.

Satu Set

Tanda Terima Retur Tahun 2007

87.

Satu Set

Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
000002, Faktur KM. Tex. No. 000826, Surat Jalan
KM. Tex. No. 001055, Packing List,Bukti
Pengeluaran Barang PT Kusuma Mulia Textile
No. 012389, Faktur KM. Tex. No. 000857, Bukti
Pengeluaran Barang PT Kusuma Textile No.
012314, Surat  Jalan KM. Tex. No.
001082,Packing List, Faktur KM. Tex. No.
000898, Surat Jalan KM. Tex. No. 001121 ,Bukti
Pengeluaran Barang PT Kusuma Mulia Textile
No. 012350 Tahun 2008

88.

Satu Set

Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia (tanpa
nomor), Faktur KM. Tex. No. 003414, Surat Jalan
KM. Tex. No. 004341 Tahun 2008

89.

Satu Lembar

Aplikasi Transfer Bank Ekonomi nomor 238023
tanggal 27 Maret 2007

90.

Satu Lembar

Nota Nomor 001496/2043 tanggal 09 Maret 2007
atas nama Grace Promotion

91.

Satu Lembar

Nota Angkutan ARJUNA nomor 029201

92.

Satu Lembar

Surat Jalan nomor 02043 tanggal 16 Oktober
2006 atas nama Grace Promotion

93.

Satu Lembar

Aplikasi Transfer Bank Ekonomi nomor 345458
tanggal 21 April 2008

94.

Enam Lembar

Nota nomor
001983,001984,001985,001986,001987,001988
atas nama Grace Promotion

95.

Enam Lembar

Surat Jalan
02837,02838,02840,02841,02843,02844
nama Grace Promotion

nomor
atas

96.

Satu Set

Faktur KM No. 002916, Surat Jalan KM No.
004479, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

97.

Satu Set

Faktur KM No. 001506, Surat Jalan KM No.
004573, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

98.

Satu Set

Faktur KM No. 001908, Surat Jalan KM No.
007516, Faktur KM No. 002089, Surat Jalan KM
No. 007739, Permohonan Kiriman Uang Bank
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Niaga Tahun 2007

99. | Satu Set Faktur KM No. 004435, Surat Jalan KM No.
010172, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

100 Satu Set Faktur KM No. 005581, Surat Jalan KM No.
000363, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

101, Satu Set Faktur KM No. 001440, Surat Jalan KM No.
002343, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

102, Satu Set Faktur KM No. 001524, Surat Jalan KM No.
002477, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

103, Satu Set Faktur KM No. 001691, Surat Jalan KM No.
002588, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

104, Satu Set Faktur KM No. 002863, Surat Jalan KM No.
003733, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

Dikembalikan kepada Penyidik Kanwil Pajak 2 Surakarta;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 12 April 2018, bahwa
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Skt
tanggal 11 April 2018;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh
Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 16 April 2018
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum;

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 17 April 2018, bahwa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Skt
tanggal 11 April 2018;

4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh
Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 17 April 2018
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

tanggal 30 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
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Negeri Surakarta tanggal 30 April 2018, serta telah diserahkan
salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2018;

6. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat
oleh Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 7 Mei
2018 dan 9 Mei 2018 yang isinya bahwa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum  Terdakwa diberikan kesempatan  untuk
mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori
bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surakarta dalam pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie
tidak sempurna dan tidak lengkap dan mengabaikan konsep hukum perpajakan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 11 April 2018, serta memori
banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang
menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diambil alih
dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara
ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding kurang
sependapat dengan lamanya pidana serta ketentuan denda yang dijatuhkan
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN
Skt tanggal 11 April 2018 sebagaimana dalam pertimbangan dibawabh ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan rekening koran Bank
BCA Solo atas nama RUDI INDUJARTO, Drs. (yang dijadikan barang bukti)
dengan Nomor Rekening  01-530-19166, karena rekening tersebut oleh
Terdakwa dianggap rekening pelaporan atau “Escrow account”, dan bukan
merupakan rekening rutinitas keuangan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh
Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak mempunyai kewajiban untuk

melaporkan ke kantor pajak;
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Menimbang, bahwa rekening BCA Nomor 01-530-19166 adalah
merupakan hutang piutang hasil penjualan kain dari PT Kusuma Mulia Kencana
yang berkedudukan di Jakarta dan telah dilaporkan di Kantor pajak Jakarta, dan
seharusnya Penyidik Kantor Pajak Surakarta melakukan pula pemeriksaan atau
pencocokan dengan laporan tersebut dengan penyidikan yang dilakukan
sehingga dapat diperoleh data yang valid, nhamun hal ini tidak dilakukan oleh
Penyidik Kantor Pajak Surakarta dimana rekening BCA milik Terdakwa tersebut
dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak dapat disebut sebagai
Wajib Pajak yang baik (karena telah memberikan data keuangan yang tidak
benar), akan tetapi telah berusaha memberikan surat Pemberitahuan tentang
Wajib Pajak Terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan
pengurangan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti, keterangan
para saksi dan keterangan para ahli di persidangan sehingga diperoleh fakta
hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperhatikan rasa
keadilan yakni dengan mengurangi lama pidana yang akan dijatuhkan
sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa khusus pidana denda yang dijatunkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang
sependapat, hal ini karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000
bahwa untuk pajak tahun 2007 juncto padal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang
Nomor 16 tahun 1983 tentang kertentuan Umum Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tahun 28 tahun 2007 untuk
pajak tahun 2008 Juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, tidak diatur mengenai bunyi ketentuan bahwa jika Terdakwa tidak
membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah
memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh
Jaksa atau dilelang untuk membayar denda dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
tidak sependapat mengenai formulasi atau kualifikasi pidana denda dengan
ketentuan tersebut diterapkan dalam kasus/perkara ini, karena menyalahi asas
kepastian hukum atau tidak sesuai dengan asas nullum delictum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda akan diputuskan sesuai

dengan yang tersebut di dalam amar putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Skt
tanggal 11 April 2018 perlu diperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya
pidana yang dijatuhkan (straafsmacht) dan subsidair pidana denda;

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dilakukan Terdakwa adalah
sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan
penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka
menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 untuk tahun pajak 2007 juncto
Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk tahun pajak 2008 juncto Pasal 65
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. Memperbaiki  putusan  Pengadilan Negeri  Surakarta  Nomor
19/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 11 April 2018 yang dimintakan banding
tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana serta pidana pengganti
denda yang amarnya sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDY INDIJARTO S. alias
RUDY INDUJARTO S., Drs., Akt. alias RUDY INDIJARTO S., Drs., Ak.
alias Drs. RUDI INDIARTO, Ak., alias RUDI INDIARTO, Drs., alias
RUDI INDUJARTO, Drs., alias RUDI INDIARTO, Drs., Akt tersebut di
atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan 6 (enam) bulan;
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3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Menjatuhkan sebesar 2 x
Rp13.272.329.461,00 = Rp26.544.658.922,00 (dua puluh enam milyar

lima ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu

pidana Denda kepada Terdakwa

sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

NO. JUMLAH JENIS
URUT
1. | Sebelas SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2007
Lembar
2. | Dua Belas | SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2007
Lembar (Pembetulan)
3. | Enam Lembar | SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007
4. | Lima Lembar Laporan Keuangan Perusahaan Pencelupan
“Kusuma Mulia dan RM. Arum Manis”
5. | Satu Bendel Rincian Faktur Tahun 2007
6. | Satu Lembar Internal Memo
7. | Satu Lembar Surat No. 01/Ka.P/IV/2005 hal Mutasi Karyawan
8. | Satu Lembar Surat No. 05/Ka.P/X/2008 hal Mutasi Karyawan
9. | Satu Lembar Surat No. 02/KM/M/PERS/V2008 hal Mutasi
Karyawan
10. | Dua Buku Buku PPN Masukan 2007
11. | Sembilan Laporan Pembelian tahun 2007
Lembar
12. | Tiga Lembar Daftar Penjualan Tahun 2007
13. | Satu Lembar Faktur Pajak Sederhana No. 1151
14. | Dua Lembar Faktur Pajak Rudi Indijarto S Tahun 2007
15. | Delapan Penjualan 2007-2008
Lembar
16. | Satu Lembar Pembelian dari PT. Kusuma Mulya (Drs. Rudi
Indijarto ke PT. Ming Heng Indonesia 2007-2008)
17. | Tujuh Lembar | Rekapitulasi Penjualan an. Rudi Indijarto Per
Tahun 2007
18. | Lima Lembar Rincian Penjualan PT. WJN ke Drs. Rudi Indijarto
S,Akt Periode Januari 2007 s.d Desember 2008
19. | Satu Buku Rekap Rekening Koran Mayapada
20. | Dua Lembar Rekap Pembelian ke Warna Jaya N Per Tahun
2007
21. | Empat Lembar | Rekap Pembelian ke Clariant Per Tahun 2007
22. | Satu Lembar Daftar Pembelian Tahun 2007
23. | Satu Lembar Daftar Supplier Chemical KM-Palur
24. | Empat Lembar | Rekapitulasi Penjualan an. Rudi Indijarto Per
Tahun 2008
25. | Tujuh Lembar | Laporan Pembelian Pada Suplier Yang
Menggunakan Pajak Tahun 2008
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26. | Enam Belas | SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2008
Lembar
27. | Empat Lembar | Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor:
27/KM///2008 dan Tata Tertib Perusahaan
28. | Tiga Lembar Faktur Pajak Rudi Indijarto S, Drs., Akt Tahun
2008
29. | Satu Amplop PPN Masukan masa Januari s.d Desember 2007
30. | Dua Belas | Surat Jalan, Faktur Pajak Sederhana, faktur
Amplop bulan Januari s.d Desember 2007
31. | Satu Stopmap | Register pembelian bulan Januari s.d Desember
2007
32. | Satu Bundel Kartu Piutang bulan Januari s.d Desember 2007
33. | Satu stopmap Laporan Hutang Kimia bulan Januari s.d
Desember 2007
34. | Satu Stopmap | Register Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2007
35. | Satu amplop Bukti Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2007
36. | Satu Stopmap | Rekening Koran Bank Mayapada bulan Januari
s.d Desember 2007
37. | Satu stopmap Register Bank Mayapada bulan Januari s.d
Desember 2007
38. | Satu Stopmap | Register Pendapatan bulan Januari s.d
Desember 2007
39. | Satu Stopmap | SSP PPh Pasal 25, SSP PPN DN, SPT Masa
PPN masa Januari s.d Desember 2007
40. | Satu Set SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d
Desember 2007
41. | Satu Set SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2007
42. | Satu Set SPT Tahunan WP Orang Pribadi Tahun 2007
43. | Satu Lembar SSP PPh Pasal 29 WP Orang Pribadi Tahun
2007
44. | Satu Stopmap | Laporan Stock Persediaan Bahan Baku (Kimia)
Tahun 2007
45. | Satu Stopmap | Laporan Produksi Tahun 2007
46. | Satu Buku Daftar Pegawai/Daftar Gaji/Buku Upah Harian
Tahun 2007
47. | Satu Amplop PPN Masukan masa Januari s.d Desember 2008
48. | Dua Belas | Surat Jalan , Faktur Pajak Sederhana, faktur
Amplop bulan Januari s.d Desember 2008
49. | Satu Stopmap | Kartu Piutang bulan Januari s.d Desember 2008
50. | Satu Bundel Laporan Hutang Kimia bulan Januari s.d
Desember 2008
51. | Satu Stopmap | Register Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2008
52. | Satu Stopmap | Bukti Pengeluaran Kas Kecil bulan Januari s.d
Desember 2008
53. | Satu Amplop Rekening Koran Bank Mayapada bulan Januari
s.d Desember 2008
54. | Satu Stopmap | Register Pendapatan bulan Januari s.d
Desember 2008
55. | Satu Bendel SSP PPh Pasal 25, SSP PPN DN, SPT Masa

PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d
Desember 2008
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56. | Satu Set SPT Tahunan WP Orang Pribadi Tahun 2008 dan
SSP PPh Pasal 29 WP Orang Pribadi Tahun
2008

57. | Satu Stopmap | Laporan Stock Persediaan Bahan Baku (Kimia)
Tahun 2008

58. | Satu Stopmap | Laporan Produksi Tahun 2008

59. | Satu Buku Daftar Pegawai/Daftar Gaji/Buku Upah Harian
Tahun 2008

60. Rekening Koran BCA Nomor 0153019166 atas
nama Rudi Indijarto periode Januari 2007 s.d
Desember 2008

61. Rekening Koran BCA USD Nomor 0152087878

atas nama Rudi Indijarto periode Januari 2007
s.d Desember 2008

62. Rekening Koran BCA IDR Nomor 0152463888
atas nama Rudi Indijarto Periode Juni s.d
Desember 2008

63. Rekening Koran BCA USD Nomor 0152087878

atas nama Rudi Indijarto periode Januari 2007
s.d Desember 2008

64. Rekening Koran BCA IDR Nomor 0152463888
atas nama Rudi Indijarto Periode Juni s.d
Desember 2008

65. Laporan Transaksi Rekening BCA Nomor

00152203088 atas nama Rudy Indijarto periode
Februari 2007 s.d Desember 2008

66. Laporan Transaksi Rekening BCA Nomor
00152199099 atas nama Rudy Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

67. Laporan Transaksi Rekening BCA Nomor
Satu Ordner 00151399788 atas nama Rudy Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

68. Tabungan Produktif Bank UOB Buana Nomor
0083043653 atas nama Rudi Indijarto periode
Januari 2007 s.d Desember 2008

69. Permohonan Membuka Rekening dan
Permohonan Penutupan Rekening BCA Nomor
0153019166 atas nama Rudi Indijarto

70. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor
0152087878 atas nama Rudi Indijarto

71. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA IDR Nomor
0152463888 atas nama Rudi Indijarto

72. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor
00152203088 atas nama Rudi Indijarto

73. Formulir  Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor
00152199099 atas nama Rudi Indijarto

74. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
Tambahan dan Fasilitas BCA USD Nomor
00151399788 atas nama Rudi Indijarto

75. | Satu Buku Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas
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nama Rudy Indijarto S. Tahun Pajak 2007 Nomor
LPBP-13/WPJ.32/2013 tanggal 23 Desember
2013

76. | Satu Buku Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas
nama Rudy Indijarto S. Tahun Pajak 2008 Nomor
LPBP-14/WPJ.32/2013 tanggal 23 Desember
2013

77. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001942, Faktur KM. Tex. No. 000278, Surat Jalan
KM. Tex. No. 009129 Tahun 2007

78. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001706, Faktur KM. Tex. No. 000846, Surat Jalan
KM. Tex. No. 009835, Faktur KM. Tex. No.
001183, Surat Jalan KM. Tex. No. 010169, Faktur
KM. Tex No. 001214, Surat Jalan KM. Tex. No.
010200, Faktur KM. Tex. No. 001230, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010216 Tahun 2007

79. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001725, Faktur KM. Tex. No. 001368, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010345, Faktur KM. Tex. No.
001402, Surat Jalan KM. Tex. No. 010382, Faktur
KM. Tex. No. 001403, Surat Jalan KM. Tex. No.
010383 Tahun 2007

80. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
001733, Faktur KM. Tex. No. 001443, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010421, Faktur KM. Tex. No.
001515, Surat Jalan KM. Tex. No. 010543, Faktur
KM. Tex. No. 001529, Surat Jalan KM. Tex. No.
010557 Tahun 2007

81. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002556, Faktur KM. Tex. No. 001572, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010600 Tahun 2007

82. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002568, Faktur KM. Tex. No. 001663, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010647, Faktur KM. Tex. No.
001738, Surat Jalan KM. Tex. No. 010768, Faktur
KM. Tex. No. 001757, Surat Jalan KM. Tex. No.
010787, Faktur KM. Tex. No. 001853, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010888, Packing List Tahun 2007
83. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002586, Faktur KM. Tex. No. 001934, Surat Jalan
KM. Tex. No. 010969, Packing List, Faktur KM.
Tex. No. 002055, Surat Jalan KM. Tex. No.
011088, Faktur KM. Tex. No. 002093, Surat Jalan
KM. Tex. No. 011127, Faktur KM. Tex. No.
002129, Surat Jalan KM. Tex. No. 011165,
Packing List Tahun 2007

84. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002288, Faktur KM. Tex. No. 002443, Surat Jalan
KM. Tex. No. 000225, Faktur KM. Tex. No.
002460, Surat Jalan KM. Tex. No. 000243,
Packing List Tahun 2007

85. | Satu Set Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
002264, Faktur KM. Tex. No. 002163, Surat Jalan
KM. Tex. No. 011199, Packing List, Faktur KM.
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Tex. No. 002204, Surat Jalan KM. Tex. No.
011237,Packing List, Faktur KM. Tex. No.
002223, Surat Jalan KM. Tex. No. 000006,
Packing List,Faktur KM. Tex. No. 002238, Surat
Jalan KM. Tex. No. 000019,Packing List, Faktur
KM. Tex. No. 002255, Surat Jalan KM. Tex. No.
000035, Packing List, Faktur KM. Tex. No.
002278, Surat Jalan KM. Tex. No. 000060, Faktur
KM. Tex. No. 002301, Surat Jalan KM. Tex. No.
000082, Faktur KM. Tex. No. 002317, Surat Jalan
KM. Tex. No. 0000099 ,Packing List, Faktur KM.
Tex. No. 002396, Surat Jalan KM. Tex. No.
000176, Faktur KM. Tex. No. 002416, Surat Jalan
KM. Tex. No. 000195,Packing List, Faktur KM.
Tex. No. 002421, Surat Jalan KM. Tex. No.
000201, Packing List Tahun 2007

86.

Satu Set

Tanda Terima Retur Tahun 2007

87.

Satu Set

Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia No.
000002, Faktur KM. Tex. No. 000826, Surat Jalan
KM. Tex. No. 001055, Packing List,Bukti
Pengeluaran Barang PT Kusuma Mulia Textile
No. 012389, Faktur KM. Tex. No. 000857, Bukti
Pengeluaran Barang PT Kusuma Textile No.
012314, Surat Jalan KM.  Tex No.
001082,Packing List, Faktur KM. Tex. No.
000898, Surat Jalan KM. Tex. No. 001121,Bukti
Pengeluaran Barang PT Kusuma Mulia Textile
No. 012350 Tahun 2008

88.

Satu Set

Kas Bon Penerimaan PT Kusuma Mulia (tanpa
nomor), Faktur KM. Tex. No. 003414, Surat Jalan
KM. Tex. No. 004341 Tahun 2008

89.

Satu Lembar

Aplikasi Transfer Bank Ekonomi nomor 238023
tanggal 27 Maret 2007

90.

Satu Lembar

Nota Nomor 001496/2043 tanggal 09 Maret 2007
atas nama Grace Promotion

91.

Satu Lembar

Nota Angkutan ARJUNA nomor 029201

92.

Satu Lembar

Surat Jalan nomor 02043 tanggal 16 Oktober
2006 atas nama Grace Promotion

93.

Satu Lembar

Aplikasi Transfer Bank Ekonomi nomor 345458
tanggal 21 April 2008

94.

Enam Lembar

Nota nomor
001983,001984,001985,001986,001987,001988
atas nama Grace Promotion

95.

Enam Lembar

Surat Jalan
02837,02838,02840,02841,02843,02844
nama Grace Promotion

nomor
atas

96.

Satu Set

Faktur KM No. 002916, Surat Jalan KM No.
004479, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

97.

Satu Set

Faktur KM No. 001506, Surat Jalan KM No.
004573, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

98.

Satu Set

Faktur KM No. 001908, Surat Jalan KM No.
007516, Faktur KM No. 002089, Surat Jalan KM
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No. 007739, Permohonan Kiriman Uang Bank
Niaga Tahun 2007

99. | Satu Set Faktur KM No. 004435, Surat Jalan KM No.
010172, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

100, Satu Set Faktur KM No. 005581, Surat Jalan KM No.
000363, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

101, Satu Set Faktur KM No. 001440, Surat Jalan KM No.
002343, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

102, Satu Set Faktur KM No. 001524, Surat Jalan KM No.
002477, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

103, Satu Set Faktur KM No. 001691, Surat Jalan KM No.
002588, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

104, Satu Set Faktur KM No. 002863, Surat Jalan KM No.
003733, Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga
Tahun 2007

Dikembalikan kepada Penyidik Kanwil Pajak 2 Surakarta;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh kami
Dr. Nommy H.T. Siahaan, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H.,M.H. dan H. Arifin, S.H., M.M. para
Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadil perkara ini, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 2 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
hakim-hakim anggota, serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan

Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota tersebut, Ketua Majelis tersebut,
Ttd. Ttd.
Murdiyono, S.H.,M.H.; Dr. Nommy H.T. Siahaan, S.H.,M.H;
Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.;
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Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

Afiah, S.H.
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